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PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER) 

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk 

memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam 

keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau 

informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi 

dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum 

baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan. 
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I. DETIL PERATURAN 
 

Nama Keterangan 

Bentuk Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 78 
Tahun  2024 
Judul Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai 
Tempat Penetapan Jakarta 
Tanggal Penetapan 11 Oktober 2024 

Tanggal Pengundangan 18 Oktober 2024 
Tanggal Berlaku Efektif 1 November 2024 

 

II. PEMBAHASAN 
Objek, Saat Terutang dan Pihak yang Terutang Bea Meterai 
Bea Meterai dikenakan atas: 

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat 
perdata seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, akta notaris, surat 
berharga dengan nama, dan lainnya. 

b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 
 
Dokumen yang bersifat perdata meliputi: 

a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta 
rangkapnya 

b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya 
c. Akta pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya 
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun 
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun 
f. Dokumen lelang yang berupa kutipan, minuta, salinan, dan grosse risalah lelang 
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 

yang: 
1. Menyebutkan penerimaan uang 
2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau 

diperhitungkan 



 

 

 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI 

 05 November 2024 

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER) 

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk 

memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam 

keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau 

informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi 

dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum 

baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan. 

 

© HBMS Consulting 2024  Halaman 2 dari 6 

h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah  
 
Bea Meterai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa: 

a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang: 
1. Surat penyimpanan barang; 
2. Konosemen; 
3. Surat angkutan penumpang dan barang; 
4. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 
5. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan 
6. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 sampai 5. 
b. Segala bentuk ijazah 
c. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran 

lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk 
mendapatkan pembayaran dimaksud 

d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan 
lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan 
dengan yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya 
yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi 
g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang 

simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang 
menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian 
kepada nasabah 

h. Surat gadai 
i. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun 
j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan moneter 
 
Bea Meterai terutang pada saat: 

a. Dokumen dibubuhi tanda tangan, untuk: 
1. Surat perjanjian beserta rangkapnya 
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya 
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya 

b. Dokumen selesai dibuat, untuk: 
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1. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun 
2. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun 
c. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk: 

1. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya 
2. Dokumen lelang 
3. Dokumen yang menyatakan jumlah uang 

d. Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di 
pengadilan 

e. Dokumen digunakan di Indonesia yang dibuat di luar negeri 
 
Dokumen yang dibuat sepihak, bea meterai terutang oleh pihak yang menerika dokumen. Jika 
dokumen dibuat oleh 2 pihak atau lebih, maka bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas 
dokumen yang diterimanya.  
 
Tata Cara Pembayaran Bea Meterai, Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai, 
Serta Penentuan Keabsahan Meterai 
Pembayaran bea meterai dilakukan oleh pihak yang terutang pada saat terutang bea meterai. 
Pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan: 

a. Meterai (meterai tempel, meterai elektronik atau dalam bentuk lain); atau 
b. Surat setoran pajak 

Pembuatan meterai dalam bentuk lain dilakukan setelah wajib pajak memperoleh izin menteri sesuai 
dengan kewenangannya. 
 
Pengaturan Meterai Tempel 
Pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai tempel dilakukan dengan membubuhkan 
meterai tempel yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran bea meterai atas 
suatu dokumen, pada dokumen yang terutang bea meterai. Pembubuhan meterai tempel dilakukan 
dengan ketentuan: 

a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan 
akan dibubuhkan; dan 

b. Tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel disertai 
dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan. 

 
Pengaturan Meterai Elektronik 
Pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan 
meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai yang berbentuk elektronik melalui 
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sistem meterai elektronik. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan dengan memperhatikan 
petunjuk penggunaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem meterai elektronik.  
 
Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Kode unik merupakan kode yang 
dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi pemindai yang menampilkan informasi minimal berupa 
22 alfanumerik nomor seri meterai elektronik.  Meterai elektronik memiliki keterangan tertentu yang 
terdiri atas: 

a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila 
b. Tulisan ”METERAI ELEKTRONIK” 
c. Angka dan tulisan yang menunjukkan tarif Bea Meterai 

 
Pengaturan Meterai Dalam Bentuk Lain 
Meterai dalam bentuk lain meliputi: 

a. Meterai teraan 
b. Meterai komputerisasi 
c. Meterai percetakan 
d. Meterai teraan digital 

Pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai dalam bentuk lain dilakukan dengan 
membubuhkan meterai dalam bentuk lain pada dokumen yang terutang bea meterai.  
 
Meterai teraan yang dimaksud memiliki unsur dari: 

a. Warna teraan merah 
b. Logo Kementerian Keuangan 
c. Tulisan ”Direktorat Jenderal Pajak” 
d. Logo dan/atau tulisan nama Wajib Pajak pemilik izin 
e. Tulisan ”METERAI TERAAN” 
f. Angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai 
g. Tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan 
h. Nomor mesin 
i. Kode unik 

 
Meterai Komputerisasi memiliki unsur yang terdiri atas: 

a. Tulisan ”METERAI KOMPUTERISASI” 
b. Angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai 
c. Tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan 
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Meterai Percetakan memiliki unsur yang terdiri atas: 
a. Tulisan “METERAI PERCETAKAN” 
b. Logo Kementerian Keuangan 
c. Angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai 
d. Nama Wajib Pajak pemilik izin 

 
Pembayaran Bea Meterai dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak 
Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dilakukan untuk pembayaran Bea 
Meterai oleh pihak yang terutang dalam hal: 

a. Pemeteraian Kemudian dengan jumlah lebih dari 50 dokumen 
b. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel tidak memungkinkan untuk 

dilakukan karena Meterai Tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan 
c. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik tidak memungkinkan 

untuk dilakukan karena Sistem Meterai Elektronik tidak dapat diakses dan/atau tidak 
memberikan respons pada proses pembubuhan Meterai Elektronik.  

 
Pembayaran Bea Meterai menggunakan Surat Setoran Pajak dilakukan dengan ketentuan: 

a. Membayar Bea Meterai yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana 
administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

b. Membuat daftar Dokumen, dalam hal pembayaran Bea Meterai dilakukan atas 2 atau lebih 
Dokumen yang terutang Bea Meterai 

c. Melekatkan Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara, bukti penerimaan negara yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara, atau bukti pemindahbukuan dengan Dokumen. 

 
Pemungutan Bea Meterai 
Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen dapat dilakukan oleh Pemungut Bea Meterai. 
Dokumen yang wajib dipungut oleh Pemungut Bea Meterai merupakan dokumen tertentu yang 
meliputi: 

a. Surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro 
b. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun 
c. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya 
d. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 

yang: 
1. Menyebutkan penerimaan uang 
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2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau 
diperhitungkan 

 
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Bea Meterai 
Pemungut Bea Meterai wajib: 

a. Memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang 
b. Menyetorkan Bea Meterai ke kas negara 
c. Melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai, termasuk penerbitan Dokumen yang 

mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal 
Pajak 

 
Pemungutan Bea Meterai dilakukan pada saat: 

a. Dokumen diterima dari Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pembuatan Meterai 
Percetakan 

b. Dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan 
dokumen 

c. Dokumen diserahkan kepada pihak yang terutang 
 
Penyetoran Bea Meterai atas Bea Meterai yang dipungut untuk setiap Masa Pajak wajib dilakukan 
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran dilakukan dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang 
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat 
diajkuan dalam hal terdapat: 

a. Deposit yang belum digunakan dan/atau masih tersisa 
b. Pemungutan Bea Meterai yang lebih besar daripada Bea Meterai yang seharusnya dipungut 

karena pembetulan SPT Masa Besa Meterai 
 
Permohonan pengembalian dapat disampaikan dengan: 

a. Secara langsung 
b. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat 
c. Secara elektronik (jika sistem sudah tersedia) 

 
*** 


